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pascasarjana FKM UNHAS dan sedang melakukan penelitian mengenai 

“Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di SMA Kabupaten Pangkep, semua informasi yang 

didapatkan dari hasil wawancara akan digunakan sebagai bahan untuk 

menyelesaikan tugas akhir penelitian.  

Saya berharap bapak/ibu/saudara(i) bersedia untuk menjadi 

informan dalam penelitian ini dimana akan dilakukan wawancara 

mendalam terkait dengan penelitian  

Setelah saudara membaca maksud dan kegiatan penelitian di 

atas, saya mohon untuk mengisi nama dan tanda di bawah ini. 

 

Nama     : 

 

 

Tanda Tangan  :  

 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk ikut 

serta di dalam penelitian ini.   
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

DI SMA KABUPATEN PANGKEP 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DPRD  

 

IDENTITAS INFORMAN  

Nama informan   :  
Usia    : 
Jenis kelamin   :  
Alamat   :  
Jabatan    : 
Masa Kerja/Angkatan : 
No.HP/Telp.Informan  : 
Tanggal Wawancara  : 
 

Variabel Pertanyaan wawancara  

Komunikasi 1. Bagaimana awal terbentuknya Perda No. 10 
Tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok di 
Kabupaten Pangkep ? 

2. Bagaimana Komunikasi dari DPRD kepihak 
Dinas Kesehatan dan dinas pendidikan terkait 
perda KTR No. 10 Tahun 2013 tetang kawasan 
tanpa rokok ? 

3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang KTR ? 

4. Apa saja area wajib KTR yang bapak/ibu 
ketahui ? 

Sumber Daya e. Bagaimana ketersediaan sumber daya 
penunjang KTR di Kabupaten Pangkep ? 

f. Apakah ada satgas khusus perda KTR sesuai 
isi dalam perda No. 10 tahun 2013 pada bab 7 
pasal 15 ayat 4 ? 

g. Apakah ada media informasi yang dikeluarkan 
dari DPRD ? 

h. Apakah pemerintah memberikan dana khusus 
terkait perda KTR ? 

Struktur a. Apakah ada kelompok kerja yang diberikan 
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Birokrasi wewenang untuk mengatur, menyelenggara dan 
mengawasi KTR sesuai isi Perda No. 10 Tahun 
2013 pasal 4 ayat 1  

Disposisi 
(Sikap)  

a. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya 
perda KTR  

b. Menurut bapak/ibu dengan adanya perda KTR 
larangan merokok efektif untuk menurunkan 
jumlah perokok ? 

c. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya 
terkait penerpaan KTR  

d. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi 
yang melanggar KTR ? 
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

DI SMA KABUPATEN PANGKEP 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN DAN 

DINAS PENDIDIKAN  

 

IDENTITAS INFORMAN  

Nama informan   :  
Usia    : 
Jenis kelamin   :  
Alamat   :  
Jabatan    : 
Masa Kerja/Angkatan : 
No.HP/Telp.Informan  : 
Tanggal Wawancara  : 
 

Variabel Pertanyaan wawancaran 

Komunikasi 1. Bagaimana bentuk Komunikasi Dinas Kesehatan 
dan pendidikan  tentang PERDA Kabupaten 
Pangkep No.10 tahun 2013 kepada pihak sekolah, 
sesuai isi perda bab 7 pasal 15 ayat 2 ? 

Sumber Daya  1. Apakah tersediah media informasi perda KTR 
(Iklan, posko pelayaan hotline service atau call 
center) sesuai dalam perda KTR No. 10 Tahun 
2013  Bab III pasal 4-7 ? 

2. Apakah ada dana khusus KTR diberikan 
kesekolah ? 

3. Apakah dilakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap KTR sesuai isi Perda pada pasal 15 ayat 
7 a 

Struktur 
Birokrasi  

1. Apakah ada tim/kelompok kerja yang melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap KTR sesuai 
isi perda pada pasal 15 ayat 7 ? 

Disposisi 
(Sikap) 

1. Bagaimana menurut bapak/ ibu dengan adanya 
perda KTR ? 

2. Menurut bapak/ibu dengan adanya KTR larangan 
merokok efektif untuk menurunkan jumlah perokok 
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? 

3. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya terkait 
penerapan KTR 

4. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi 
yang melanggar KTR ? 
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013 
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KABUPATEN 

PANGKEP 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH DAN GURU BK 

 

IDENTITAS INFORMAN  

Nama informan :  
Usia : 
Jenis kelamin :  
Alamat:  
Jabatan : 
Masa Kerja/Angkatan: 
No.HP/Telp.Informan : 
Tanggal Wawancara : 

Variabel Topik Wawancara 

Komunikasi  1. Bagaimana bentuk komunikasi dari dinas kesehatan 
dan dinas pendidikan terkait perda KTR No. 10 
Tahun 2013 ? 

2. Sejak kapan mulai diterapkannya perda KTR No. 10 
Tahun 2013 di sekolah ini ? 

3. Bagaimana pihak sekolah memberikan informasi 
tentang KTR di sekolah ini ? 

4. Bagaimana komunikasi internal di lingkungan 
sekolah terkait perda KTR ? 

5. Apa yang menjadi faktor penghambat KTR di 
sekolah ini ?  

Sumber daya  1. Apakah ada satgas khusus KTR di sekolah sesuai  
perda KTR no. 10 Tahun 2013 pada pasal 12 ayat 1 
? 

2.  Apakah ada tanda/ petunjuk/ peringatan larangan 
merokok di sekolah sesuai perda KTR No. 10 
Tahun 2013 pasal 12 ayat 2 ? 
 

Struktur 

Birokrasi 

1. Apakah ada komite/kelompok kerja dibentuk oleh 
sekolah untuk mengawasi KTR di sekolah ini ? 
 

Disposisi 

(Sikap) 

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang adanya 
Perda No. 10 Tahun 2013 tetang KTR ? 

2. Menurut bapak/ibu dengan adanya perda KTR 
larangan merokok efektif untuk menurunkan angka 
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perokok di sekolah ? 
3. Bagaimana dukungan internal untuk mendukung 

KTR di sekolah ini ? 
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terkait 

penerapan KTR 
5. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang 

melanggar KTR ? 
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PEDOMAN PELAKSANAAN FGD 

1. Petunjuk umum FGD 

a. Ucapan salam 

b. Perkenalan dua arah 

c. Beri penjelasan tentang tujuan FGD 

d. Jelaskan bahwa semua pendapat penting dan diharkan semua 

peserta dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas 

e. Dalam mengeluarkan pendapat harus saling bergantian  

2. Pelaksanaan  

a. Formulir pencatatan karakteristik informan  

No Inisial Jenis Kelamin Umur Asal 

Sekolah 

     

     

     

     

 

b. Formulir pencatatan pelaksanaan  

Tanggal/waktu/ tempat :  

Fasilitator                    : 

Notulen                       : 

Tanggapan Interpretasi 
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c. Materi pertanyaan  

No  Pertanyaan 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

Komunikasi 

1. Apakah dilakukan sosialisasi kebijakan peraturan daerah 

tetang kawasan tanpa rokok disekolah saudara/i ? 

2. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan perda tentang 

kawasan tanpa rokokdi sekolah saudara/i? 

3. Siapa yang melakukan sosialisasi kebijakan perda No. 10 

tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah 

saudara/i ? 

Sumber Daya 

1. Apakah tim pengawasan khusus kawasan tanpa rokok di 

sekolah saudara/i ? 

2. Jika ada, apakah tim khusus menjalankan tugasnya sesuai 

perda KTR ? 

3. Apakah ada media informasi tentang KTR di sekolah ? 

Sikap 

1. Bagaimana sikap saudara/i dalam menaati peraturan 

daerah No. 10 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok? 

2. Bagaimana bentuk dari dukungan semua siswa tentang 

peraturan daerah di sekolah saudara/i? 

 

Struktur Birokrasi 

1. Apakah ada organisasi khusus yang dibentuk untuk 

memeberikan informasi, edukasi dan pengawasan di 

sekolah ? 
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Matriks Pengumpulan Data Informan 

Matriks wawancara mendalam anggota DPRD komisi III, kepala dinas kesehatan dan dinas pendidikan, kepala sekolah 

dan siswa SMA Kabupaten Pangkep 

A. Input  

1. Aspek komunikasi  

Hasil wawancara mendalam dengan Anggota DPRD Komisi III, kepala dinas kesehatan dan dinas pendidikan 

Pertanyaan  Informan Emik Reduksi Etik Preposisi 

1. Bagaimana 
bentuk 
komunikasi 
pemerintah 
kabupaten 
pangkep ke 
pihak 
sekolah 

2. Pengetahan 
tentang 
kawasan 
tanpa rokok 

3. area wajib 
kawasan 
tanpa rokok  

MS “Kalau sosialisasi dari 
pemerintah tidak ada 
langsung dari pemerintah 
kota melainkan dari 
puskesmas sosialisasinya 
ke pihak sekolah dan 
siswa, bersama juga dari 
dinas kesehatan 
mengimbau sekolah 
menjadi kawasan tanpa 
rokok karena sudah dikasi 
wewenang pemuh ke 
dinas kesehatan untuk 
langsung 
mensosialisasikannya 
kesekolah-sekolah yang 
ada di kabupaten 
pangkep.” 
 

Komunikasi berjalan 
maksimal tapi dari 
pemerintah Belum 

maksimal berjalannya 
komunikasi   

Informasi yang 
berjalan dengan 

baik sangat 
mempengaruhi 
keberhasilan 
berjalannya 
perda KTR   

Secara umum 
komunikasi 
mengenai KTR 
sudah berjalan 
dengan maksimal 
jika dari dinas 
kesehatan dan 
puskesmas ke 
sekolah tetapi dari 
pemerintah ke 
sekolah tidak ada 
komunikasi 
langsung   
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DI “.. sudah mi dek di 
sosialisasikan ke pihak 
sekolah kerjasama dengan 
pihak puskesmas untuk 
sampaikan itu perda 
tentang KTR ke sekolah-
sekolah 

MI “.. sudah di berikan 
informasi tentang KTR ke 
sekolah-sekolah melalui 
dinas kesehatan 
 

 MS “.. kawasan tanpa rokok 
menurut saya yah area 
yan bebas dengan asap 
rokok, misal tidak ada 
orang yang merokok 
dalam area yang di batasi. 
Seperti di tema penelitian 
mu itu dek area sekolah, 
area publik, rumah sakit. 

Semua informan 
mengetahui tentang 

KTR 

  

DI “.. area yang diarang akan 
adanya produk apapun 
tentang tembakau di area 
KTR. 
Seperti di sekolah, rumah 
sakita, atau layanan 
kesehatan, area publik, 
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Hasil wawancara mendalam dengan Kepala sekolah dan BK SMAN 1 Pangkep, SMAN 11 Pangkep, SMA 

MuhammadiyahPangkep, SMKN 7 Pangkep 

Pertanyaan  Informan Emik Reduksi Etik Preposisi 

1. bagaiaman
a bentuk 
sosialisasi 
pemerintah 

FD “...sudah ada 
sosialisasi dari dinas 
kesehatan tentang 
perda KTR dan tahun  

Informasi KTR di 
sekolah belumberjalan 
maskimal sebagian 
besar mengatakan 

Informasi yang berjalan 
dengan baik akan 
mempengaruhi berjalan 
dengan maksimalnya 

Informasi 
mengenai perda 
KTR belum 
berjalan 

tempat ibadah dan 
tempaat-tempat lain yang 
telah diatur oleh perda 
KTR  
 

MI “.. larangan untuk merokok 
di lingkungan tersebut 
seperti tempat kerja 
kantor, sekolah, rumah 
sakit, taman  

MZ “.. area wajib untuk 
kawasan tanpa rokok 
diantaranya itu fasilitas 
kesehatan, tempat belajar 
mengajar, tempat-tempat 
umum, tempat bermain 
anak dan angkutan umum 
seperti pete-pete.  
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perda KTR  
2.  

2015 baru ada 
masuk di sekolah ini 
 mengenai perda 
itupun karena 
sekolah kami masuk 
dalam sekola sehat 
dan dari dinas 
kesehatan selau 
mengedukasi 
mengenai bahaya 
akan rokok bagi 
kesehatan  
 
 

mengetahui perda dan 
dari dinas kesehatan 
dan dinas pendidikan 
memberi informasi 
mengenai perda KTR  

perda KTR di ligkungan 
sekolah. Informasi 
yang tidak maksimal  
 

maksimal 
sosialisasinya, 
karena banyak 
informan yang 
mengatahui 
KTR dari 
sesama sekolah 
tidak melalui 
pemerintah 

 MZ “.. ada dari dinas 
kesehatan dan 
pendidikan yang 
sosialisai kesekolah 
dan kalau mengenai 
informasi terkait KTR 
di sekolah ini 
biasanya kita 
bersama guru-guru 
memberi sosialisasi 
langsung ke siswa-
siswa dan guru yang 
masih melanggar 
aturan KTR  

Dinas 
kesehatan 
ataupun 
puskesmas tapi 
semuas ekolah 
tau akan KTR   
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 NA “... karena kita 
sekolah masih 
sangat baru jadi dari 
awal disekolah kita 
telah menerapkan 
KTR dan dari pihak 
dinas keseahatan 
dinas pendidikan dan 
puskesmas kota 
selalu memantau ke 
sekolah mengenai 
Perda KTR  

  

 DW “... informasi awalnya 
itu melalui dinas 
kesehatan yang 
datang kesekolah 
untuk memberikan 
informasi terkait 
perda KTR, dan 
memberi kita 
perdanya langsung, 
stiker dan baleho  
untuk dipasang 
disekolah   

 RP “... sekolah kita itu 
dari awal memang 
sudah dapat 
penghargaan 
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sekolah sehat dari 
provensi, sebelum 
ada perda KTR 
disekolah kita 
memang tidak boleh 
ada yang merokok 
cuman setelah ada 
perda makin ketat 
aturan itu 

 RW  “...kalau pemberian 
informasi dari guru 
BK ke siswa terkait 
KTR sudah ada mi di 
dalam tata tertib 
sekolah di masukkan 
sudah jelas juga 
tertempel baleho 
stiker di lingkunga 
sekolah  

 MR “...kalau informasi 
dari pihak sekolah 
dan isi dari 
perda.tempat-tempat 
yang merupakan 
kawasan tanpa rokok 
itu seperti area publik 
seperti tempat 
belajar mengajar, 
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tempat ibadah, 
tempat bermain 
anak, dan area-area 
tertentu agar 
memberi lingkungan 
yang bersih dan 
sehat bagi 
masyarakat.   
 

 

2. Aspek Sumber Daya 

Hasil wawancara dengan anggota DPRD, kepala dinas kessehatan, dinas pendidikan kabupaten pangkep, kepala 

sekolah dan guru BK 

Pertanyaan  Informan Emik  Reduksi Etik Preposisi  

Sasaran utama 
pelaksanaan 
kawasan tanpa 
rokok 

 
DW 
 
 
 
 
 
 
 
HM 
 
 

“...tidak ada 
pembentukan tim 
khusus kawansan 
tanpa rokok, jadi 
semua yang ada 
dilingkungan sekolah 
berhak untuk menegur”   
 

“...setau saya belum 
ada pembuatan 
pengawasan secara 

Belum 
maksimalnya 
sumber daya 
saran prasarana  

Tidakadanya tim 
khusus yang 
dibentuk untuk 
mengawasi 
Kawasan tanpa 
rokok dan belum 
lengkapnya 
sarana dan 
prasarana yang 
tersedia demi 
pengawasan 
kawasan tanpa 

Tdak ada tim 
khusus sarana 
prasarana karena 
tidak adanya 
anggaran khusus 
kawasan tanpa 
rokok  
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MZ 
 
 
 
 
 
RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR 
 
 
 

khusus jadi Saya kira 
semua orang yang 
berada di lingkungan 
sekolah termasuk 
siswa-siswa, guru, staf 
bisa mengawasi.” 

“...pengawasan oleh 
semua orang yang 
berada di lingkungan 
sekolah, karena tidak 
ada pengawas secara 
khusus.” 

 
“...semua pihak 
berhak untuk 
mengawasi mulai 
siswa, guru dan 
semua orang yang 
ada di lingkungan 
sekolah setelah 
memasuki Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR), 
dan tidak ada secara 
khusus pengawasnya 
semua berhak.” 
 
“... setau saya belum 
ada itu pembentukan 
pengawasan secara 
khusus.” 
 

rokok di sekolah. 
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MS 
 

“... kita telah memberi 
wewenang kepada 
Satpol PP untuk 
menjadi satgas khusu 
untuk mengawasi 
kawasan tanpa rokok 
di kabupaten 
pangkep.”   
 

Anggaran dan 
dana khusus KTR  

 
MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MH 
 
 
 
 
FD 
 

“...Selama ini belum 
ada alokasi dana 
khusus KTR baik dari 
pemerintah tapi 
kalaupun ada 
penganggarannya 
diadakan oleh sekolah, 
tapi pernah kita minta 
bantuan ke dinas 
kesehatan dan 
pendidikan jika ingin 
spanduk dan papan 
informasi KTR.”  

“...belum ada 
penganggaran dari 
pemerintah tentang ini 
aturan.” 

“... Saya kira kalau 
larangan tidak perlu 

  Tidak ada 
anggaran khusus 
terkait penerapan 
kawasan tanpa 
rokok di sekolah 
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RW 
 
 
 
 
 
MR 

ada anggaran khusus, 
kita kadang di bantu 
oleh dinas kesehatan 
dan pendidikan jika 
meminta spanduk 
KTR.” 

“Terkait anggaran dana 
tidak ada alokasi baik 
dari pemerintah 
maupun dari sekolah 
karena kita kan 
sekolah swasta.” 
 
“Mengenai anggaran 
yang saya ketahui tidak 
ada alokasi dana 
khusus baik dari 
pemerintah atau dari 
sekolah.”  

Saranan dan 
prasaaran KTR  

MR 
 
 
 
 
 
 
RP 
 

“kemarin ada dek 
spanduknya cuman 
karena lama mi toh 
rusak mi jadi dilepas 
belum ada gantinya 
sampai sekarang.” 

“...ada spanduk, papan 
informasi besar, stiker, 
yang tertempel 
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HM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA 
 
 
 
 
 
 
 
 

didinding, lengkap dek 
kalau di sekolah kita 
biar orang yang berada 
atau ingin masuk di 
sekolah kita 
mengetahui kalau 
sekolah kita bebeas 
dari asap rokok” 

“..Kita bisa liat adanya 
spanduk larangan 
merokok, stiker di 
jendela-jendela kelas, 
di tembok-tembok 
dipasang dengan jelas  
karena sekolah kita 
menjadi kawasan tanpa 
rokok dan sekola 
adiwiyata.” 
 
“...untuk sekarang 
sekolah kita tidak ada 
spanduk atau tempelan 
didinding tentang 
kawasan tanpa rokok 
karena rusak terus 
belum di ganti, rencana 
akan di buatkan 
secepatnya tapi 
sekolah kita 
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RW 

merupakan kawasan 
tanpa rokok.” 

“.. ada dek Kita bisa 
liat adanya spanduk 
larangan merokok 
karena menjadi 
kawasan tanpa rokok 
tapi sudah mau rusak 
itu spanduk.” 
 
 

Organisasi yang 
ikut serta dalam 
pelaksanaan KTR  

RP 
 
 
 
 
 
HM 
 
 
 
 
 
 
 
 
MZ 
 

“..semua orgnaisasi 
disini ikut terlibat 
semua untuk awasi 
siswa, guru-guru dan 
pengunjung lain yang 
masuk kesekolah.” 

“.. kalau disini semua 
organisasi mulai dari 
Osis, Pramuka, PMR 
kerjasama dengan BK 
Untuk Mengawasi 
Siswa, guru dan 
pengunjung.”  
 

“Osis ji yang selalu 
berperan aktif saya liat 
dan berkoordinasi 

Organisasi 
sekolah semua 
ikut serta  

Semua 
organisasi di 
sekolah yaitu 
PMR, osis, 
Pramuka semua 
ikut serta dalam 
pengawasan KTR 
yang di bimbing 
langsung oleh 
guru BK 

Semua orgaisasi 
berperan aktif 
dalam 
pengawasan KTR 
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MR 
 
 
 
FD 

dengan BK untuk 
awasi siswa-siswa.” 

“Organisasi yang 
terlibat setau ku itu  
Osis ji sama pramuka .” 

“Organisasi yang 
terlibat untuk 
mengawasi siswa 
yaitu OSIS dan 
Pramuka 
bekerjasama dengan 
BK dan guru-guru 
yang piket untuk 
mengawasi siswa.” 

 

 

3. Aspek Struktur Birokrasi  

Hasil wawancara mendalam dengan anggota DPRD, kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan kabupaten 

pangkep, kepala sekolah dan Guru BK 

Pertanyaan  Informan  Emik  Reduksi Etik Preposisi  

Struktur 
birokrasi 
pelaksanaan 
kawasan 
tanpa rokok 

HM 
 
 
 
DW 
 
 

“.. tidak ada dek struktur organisasi secara khusus 
untuk pengawasan KTR, cuman struktur di sekolah 
yang digunakan untuk pembinaan kepada siswa dan 
penegakan aturan yang ada.”  
“.. kalau sola struktur yang ada struktur sekolah ji 
untuk pengawasan KTR tidak ada struktur sendiri 
untuk KTR”.  
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FD 
 
 
MZ 
 
 
MA 

“.. hanya ada struktur sekolah tidak ada di buat 
struktur KTR kalau di sekolah kami”.  
 
“..belum di buatkan struktur KTR mungkin nanti di 
rapatkan bersama guru-guru 
 
“.. tidak ada untuk struktur KTR hanya Struktur 
Sekolah” 

Pembagian 
wewenang 
pengawasan 
penerapan 
kawasan 
tanpa rokok 

HM 
 
 
 
 
MZ 
 
 
 
 
MA 
 
 
 
 
DW 

“..mengenai pembagian wewenang kawasan tanpa 
rokok disekolah, tidak ada pembagian wewenang 
secara khusus semua berhak menegur atau bahkan 
memberikan saran terkait KTR”. 
 
“.. ada SK dari kepala sekolah tentang pembagian 
wewenang pengawasan tanpa rokok di sekolah kami, 
tapi awalnya sekolah  kita sekolah adwiyata baru 
diterapkan sekolah kawasan tanpa rokok sesua perda 
KTR” 
  “.. tidak ada pembagian wewenang khusus semua 
berhak menegur dan memberi saran.” 

“...semua berwenang untuk menegur, mengawasi di 
sekolah ini untuk tidak ada yang merokok.” 

“..kalau pembagian wewenang tidak ada, semua 
orang yang ada di sekolah ini berhak untuk menegur 
atau memberikan saran.”  

“.. menurut ku semua orang berwenang ji untuk 
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mengawasi menegur di sekolah ini agat tidak ada 
yang merokok di kawasan tanpa rokok.”  
 

SOP 
pelaksanaan 
kawasan 
tanpa rokok  

HM 
 
 
FD 
 
MZ 
 
DW 
 
 
 
RW 
 
 
MR 
 
 

“..tidak ada SOP  pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 
secara khusus.” 

 
“..belum ada kalau SOP khusus, namun semua 
melaksanakan tugasnya masing-masing.” 

“..Kalau SOP secara khusus belum adapi di buatkan.” 

“..SOP 
belumadauntukpelaksanaankawasantanparokoksecara 
khusus.” 

“.. untuk Penerapan SOP secara khusus belum ada di 
buat dek .” 

“.. Mengenai soal SOP belum ada untuk pelaksanaan 
kawasan tanpa rokok secara khusus dek.” 

   

Kelompok 
kerja/komite 
pelaksanaan 
kawasan 
tanpa rokok 

HM 
 
 
 
FD 

“..belum ada kelompok kerja khusus, BK yang 
memiliki wewenang dalam memberikam bimbingan 
kepada siswa kadang juga guru-guru juga ikut 
memberikan nasihat sebelum memulai pelajaran.” 

“... belum ada kelompok kerja khusus pelaksanaan 
kawasan tanpa rokok, namun semua bekerja sama 
dengan baik untuk menciptakan kawasan tanpa rokok 
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di sekolah.” 

 

 

 

 

 

4. Aspek disposisi (sikap)  

Hasil wawancara mendalam dengan anggota DPRD, kepala dinas kessehatan, dinas pendidikan kabupaten 

pangkep 

 

Pertanyaan  Informan  Emik  Reduksi Etik Preposisi  

Dukungan 
mengenai Perda 
KTR No. 10 
Tahun 2013  

MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
HM 
 
 
 
 
 

“...saya sangat 
mendukung dengan 
adanya perda ini, ada 
aturan tata tertib yang 
harus dipatuhi, 
semoga saja aturan 
penegakannya lebih 
efektif.”  

“...sangat mendukung 
yah dengan adanya 
ini perda jadi kalau 
misalnya kita tegur 
orang tidak akan 
marah karena 
memang ada 

Tanggapan 
mengenai 
kawasan tanpa 
rokok menekan 
pertumbuhan 
perokok dari 
jawaban informan 
setuju mengenai 
adanya perda yang 
diharapkan dapat 
menekan jumlah 
perokok di 
kalangan anak 
remaja dan 
diharpakan bukan 

Dukungan 
tentang kawasan 
tanpa rokok 
sangat efektif 
menekan angka 
perokok karena 
semua orang 
setuju dengan 
adanya aturan 
yang di buat dan 
dapat 
mematuhinya 

Informan sepakat 
bahwa dengan 
adanya KTR 
mampu menekan 
jumlah perokok 
karena dapat 
membatasi 
leluasa merokok 
di tepat-tempat 
kawasan tanpa 
rokok.  
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RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR 

perdanya No. 10 
Tahun 2013 tentang 
kawasan tanpa 
rokok.” 

“..saya sangat setuju 
dengan ini perda 
KTR dengan adanya 
tata tertib yang harus 
dipatuhi, dan saya 
tidak merokok dan 
apabila ada yang 
melanggar saya akan 
menegur.” 
 
“..saya sangat 
mendukung bagus 
sekali dengan 
adanya Perda No. 10  
tahun 2013 karena 
mampu memberikan 
peringatan bahwa 
dilarang merokok jika 
telah memasuki area 
yang telah diatur 
dalam perda.” 

“..Saya sangat 
mendukung dengan 
adanya perda No. 10 
tahun 2013 tentang 
kawasan tanpa rokok 

hanya sekedar 
aturan saja.  
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karena mampu 
menekan jumlah 
perokok dan semua 
orang yang berada 
dikawasan tanpa 
rokok dapat 
mengikuti aturan 
tersebut.” 

Keinginan dan 
harapan 
Tentang 
Penerapan 
Aturan 
Kawasan 
Tanpa Rokok 
(KTR) 
 

 
HM 
 
 
 
 
 
 
 
FD 
 
 
 
 
 
 
RW 
 
 
 
 

 
“.. harapan saya 
dengan adanya 
perda ini seluruh 
siswa saya dan 
semua yang ada 
dilingkungan sekolah 
ini terbebas dari 
asap rokok.”  
 
“..mau sekali terbebas 
dari asap rokok. Saya 
dukung sekali kalau 
ada pembatasan area-
area untuk merokok 
jadi bisa menikmati 
udara segar.” 

“..berharap sekali 
kalau sekolah ini 
100% terbebas dari 
asap rokok.” 
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MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DW 
 

“.. saya berharap 
sekali dek terbebas 
dari asap rokok 
dengan adanya 
pembatasan area-area 
untuk merokok jadi 
banyak ruang publik 
yang bisa dinikmati 
tanpa adanya asap 
rokok.” 

“..Tanggapan saya 
mengenai hal ini 
saya sangat ingin 
siswa saya dan 
seluruh yang ada 
dilingkungan sekolah 
terbebas dari asap 
rokok.” 

 
“..harapan saya akan 
berjalan efektif ini 
perda dek kalau 
semua aturannya 
ditaati dan 
sosialisasikan dengan 
baik untuk menjaga 
lingkungan bersih dan 
sehat untuk hirup 
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udaranya tanpa ada 
asap rokok.” 
 

Sanksi yang 
diberikan  

HM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MZ 
 
 
 
MA 
 
 
HM 
 

“... sanksi yang 
diberikan pada siswa 
yang melanggar 
perda hanya berupa 
teguran setelah 
berkali-kali 
melanggar barulah 
pemanggilan orang 
tua kalau guru atau 
tamu belum ada 
sanksi khusus 
cuman ditegur dan 
kesadaran sendiri 
tidak memberikan 
contoh yang baik.”  

“..sanki yang di berikan 
hanya berupa 
teguran.” 

“..teguran dan 
diberikan pembinaan 
oleh guru BK”  

“Sanksi yang diberikan 
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MR 
 
 
 
 
 
 
RP 

pertama itu hanya 
berupa teguran 
pembinaan di bagian 
BK, dan pemanggilan 
orang tua jika terus 
melanggar.” 

“..yang melanggar 
bagi siswa atau guru 
masi diberi teguran 
dan kadang juga 
siswa yang 
melanggar di suruh 
untuk cuci WC.” 

“.. sanksi yang 
diberikan biasanya 
siswa dibuat jerah 
suruh untuk merokok 
tanpa memegang 
rokok sampai 
rokoknya habis dan 
kalau sudah 
keseringan 
melanggar baru di 
panggil orang 
tuanya.”  
 

Larangan 
merokok area 
tertentu efektif 

HM 
 
 

“.. mungkin saja bisa 
menurunkan tapi saya 
tidak yakin akan hal itu 
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menurunkan 
angka perokok 

 
 
 
 
 
 
 
 
FD 
 
 
 
 
 
 
 
 
DW 
 
 
 
 
 
MR 
 
 
 
 

karena itu hanya dari 
kesadaran orang-
orang yang merokok, 
dan mungkin jika di 
tingkatkan lagi 
pengawasannya 
dengan baik dapat 
berjalan dengan 
maksimal.”  

“... mungkin harus ada 
kerja sama yang baik 
dari dinas kesehatan, 
dinas pendidikan 
untuk terus awasi dan 
penerapannya bisa 
berjalan efektif dan 
menurunkan angka 
perokok.”   

“...memaksimalkan 
pengawasan dengan 
baik akan 
menurunkan jumlah 
perokok.” 
 
“..dengan kerja sama 
yang naik dan 
meningkatkan 
pengawasan akan 
mampu menurunkan 
jumlah perokok.”  
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MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA 

 

“...Terkait dengan 
tingginya jumlah 
perokok bisa 
dimaksimalkan 
pengawasannya 
dengan baik agar 
mungkin dapat 
berkurang jumlah 
perokok.” 

 
“..Menurut saya 
mungkin bisa selama 
pengawasannya di 
tingkatkan lagi, dan 
dengan kerja sama 
yangbaik.” 
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Dokumentasi spanduk, baleho dan papan informasi yang ada di SMAN 1 Pangkep, SMAN 

11 Pangkep, SMA Muhammadiyah Pangkep dan SMKN 7 Pangkep 
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan Anggota DPRD Komisi II 

  

FGD pada siswa 
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Wawancara dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, kepala 

sekolah dan guru  
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